UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A (UU)
NOMCR 30 TAHUN 2000 (30/2000)
TENTANG
RAHASI A DAGANG

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:
a.

Mengi
1.

bahwa untuk nemajukan industri yang manpu bersaing dalam
i ngkup perdagangan nasi onal dan internasional perlu
diciptakan iklim yang nendorong Kkreasi dan inovasi

masyar akat dengan nmenberi kan perlindungan hukum terhadap
Rahasi a Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan
I nt el ektual ;

bahwa Indonesia telah neratifikasi Agreement Establishing
the Wrld Trade Oganization (Persetujuan Penbentukan
Organi sasi  Perdagangan Dunia) yang nencakup Agreenment an
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Persetujuan TRI Ps) dengan Undang-undang Nonor 7 Tahun 1994
sehi ngga perlu diatur ketentuan nengenai Rahasi a Dagang;
bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud dal am
huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasi a
Dagang;

ngat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar
Negara Republi k I ndonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agr eenment Establishing the Wirld Trade Organization
(Persatuan Penbentukan  Organi sasi Per dagangan  Duni a),
(Lenmbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1994 Nonor 57,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 3564);
Undang- undang Nonor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopol i dan Persai ngan Usaha Tidak Sehat (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 1999 Nonor 33, Tanbahan Lenbaran
Negara Republi k I ndonesia Nonor 3817).

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYATA REPUBLI K | NDONESI A

MVEMUTUSKAN

Menet apkan:
UNDANG- UNDANG TENTANG RAHASI A DAGANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Undang- undang i ni yang di naksud dengan:



*12334 1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui
ol eh unmum di bidang teknologi dan/atau bisnis, menpunyai
nilai ekonom karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
di j aga kerahasi aannya ol eh pem |i k Rahasi a Dagang.

2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang
ti mbul berdasarkan Undang-undang ini.

3. Menteri adalah Menteri yang nenbawahkan Departenen yang

salah satu |ingkup tugas dan tanggung |jawabnya neliputi
bi dang Hak Kekayaan Intel ektual, termasuk Rahasia Dagang.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intel ektual yang berada di bawah Departenen yang dipinpin
ol eh Menteri.

5. Li sensi adal ah izin yang di beri kan ol eh penmegang Hak Rahasi a
Dagang kepada pihak lain nelalui suatu perjanjian

ber dasar kan pada penberian hak (bukan pengali han hak) untuk
meni kmati  manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang
di beri perlindungan dal am jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu.

BAB I |
LI NGKUP RAHASI A DAGANG

Pasal 2

Li ngkup  perlindungan Rahasia Dagang neliputi nmet ode
produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau infornasi
lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang nemliki nilali
ekonom dan tidak di ketahui ol eh masyarakat umum

Pasal 3

(1) Rahasia Dagang nendapat perlindungan apabila infornmasi
tersebut bersifat rahasia, nenpunyai nilai ekonom, dan
di j aga kerahasi aannya nel al ui upaya sebagai mana nesti nya.

(2) Infornasi di anggap bersifat rahasia apabila informas
tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak
di ket ahui secara umum ol eh masyar akat .

(3) Informasi dianggap nemliki nilai ekonom apabila sifat
kerahasi aan i nfornasi t er sebut dapat di gunakan untuk
nmenj al ankan kegi atan atau usaha yang bersifat konersial atau
dapat neni ngkat kan keunt ungan secar aekonomi .

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemlik
at au para pihak yang nmenguasai nya telah nmel akukan
| angkah- | angkah yang | ayak dan patut.

BAB |11
HAK PEM LI K RAHASI A DAGANG

Pasal 4
Pem | i kK Rahasi a Dagang mem | i ki hak unt uk:

a. menggunakan sendi ri Rahasi a Dagang yang di m |i ki nya;
b. menberi kan Lisensi kepada atau nelarang pihak lain untuk



nmenggunakan Rahasi a Dagang at au nengungkapkan Rahasi a Dagang
*12335 itu kepada pi hak ketiga untuk kepentingan yang
bersifat konersial

BAB | V
PENGALI HAN HAK DAN LI SENSI
Bagi an Pertana
Pengal i han Hak
Pasal 5

(1) Hak Rahasi a Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:

a. pewar i san;

b. hi bah;

C. wasi at ;

d. perjanjian tertulis; atau

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan

per undang- undangan.

(2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagai mana dinmaksud dal am
ayat (1) disertai dengan dokunen tentang pengal i han hak.

(3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagai mana
di maksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat
Jenderal dengan nenbayar biaya sebagaimana diatur dal am
Undang- undang i ni .

(4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal tidak beraki bat hukum pada pi hak keti ga.

(5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagai nana dimaksud dal am
ayat (3) diumunkan dal am Berita Resm Rahasi a Dagang.

Bagi an Kedua
Li sensi

Pasal 6

Penegang Hak Rahasi a Dagang berhak nenberi kan Li sensi kepada
pi hak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk nelaksanakan
per buat an sebagai mana di naksud dalam Pasal 4, kecuali jika
di perjanjikan | ain.

Pasal 7

Dengan ti dak nmengurangi ketentuan sebagai mana di maksud dal am
pasal 6, penegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat nelaksanakan
sendiri atau nenberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk
nmel aksanakan perbuatan sebagai mana di naksud dalam Pasal 4,
kecual i jika diperjanjikan |ain.

Pasal 8

(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat
Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimna diatur dalam
Undang- undang ini .

(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada



Direktorat Jenderal tidak nmenmpunyai akibat hukum terhadap
pi hak keti ga.

*12336 (3) Perjanjian Lisensi sebagai mana di naksud dal am ayat
(1) diurmunkan dal am Berita Rahasi a Dagang.

Pasal 9

(1) Perjanjian Lisensi dilarang nenuat ketentuan yang dapat
meni nbul kan aki bat yang nerugi kan perekonom an | ndonesia
atau nenuat ketentuan yang nengaki batkan persaingan usaha
ti dak sehat sebagai mana di at ur dal am per at ur an
perundang- undangan yang ber| aku.

(2) Direktorat Jenderal wajib nenolak pencatatan perjanjian
Li sensi yang nenuat ketentuan sebagai mana di naksud dal am
ayat (1).

(3) Ketentuan nengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur
dengan Keput usan Presi den.

BAB V
Bl AYA

Pasal 10

(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi
Rahasi a Dagang dikenai biaya yang jum ahnya ditetapkan
dengan Peraturan Penerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu,
dan tata cara penbayaran biaya sebagi anana di naksud dal am
ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3) D rektorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menter
Keuangan dapat mnengel ol a sendiri biaya sebagai mana di maksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.

BAB VI
PENYELESAI AN SENGKETA

Pasal 11
(1) Penegang Hak Rahasia Dagang atau penerinma Lisensi dapat

nmenggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak
nel akukan perbuatan sebagai mana di naksud dalam Pasal 4,

ber upa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghenti an senua perbuatan sebagai mana dal am Pasal 4.

(2) CQugatan sebagiamana di maksud dalam ayat (1) diajukan ke
Pengadi | an Negeri .

Pasal 12
Sel ai n penyel esai an gugat an sebagai mana di naksud dal am Pasal

11, para pihak dapat nenyel esai kan perselisihan tersebut nel al ui
arbitrase atau alternatif penyel esai an sengket a.



BAB VI |
LELANGGARAN RAHASI A DAGANG
*12337
Pasal 13

Pel anggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang
dengan sengaja nengungkapkan Rahasia  Dagang, mengi ngkar
kesepakatan atau nengingkari kewajiban tertulis atau tidak
tertulis untuk nenjaga Rahasi a Dagang yang ber sangkut an.

Pasal 14

Seseorang dianggap nelanggar Rahasia Dagang pihak lain
apabila ia nenperoleh atau nenguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan perat uran perundang- undangan
yang ber| aku.

Pasal 15

Per buat an sebagi amana di maksud dal am Pasal 13 tidak di anggap
pelanggaran Rahasi a Dagang apabi |l a:

ti ndakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan

ertahanan keamanan, kesehatan, atau kesel amatan masyar akat ;
b. ti ndakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari

penggunaan Rahasia Dagang mlik orang lain yang dil akukan

semata-mata untuk kepentingan pengenbangan |ebih |anjut

produk yang ber sangkut an.

BAB VI 1 |
PENYI DI KAN
Pasal 16
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesi a,
Penyi di k  Pej abat Pegawai Negar i Si pi | di I i ngkungan
Departenmen yang |ingkup tugas dan tanggung |awababnya

meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus

sebagai penyi di k sebagai mana di maksud dal am Udnang- undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

mel akukan penyi di kan tindak pidana di bi dang Rahasi a Dagang.
(2) Penyidi k sebagai mana di maksud dal am ayat (1) berwenang:

a. nel akukan peneri ksaan atas kebenaran pengaduan atau
ket erangan ber kenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasi a
Dagang;

b. nmel akukan peneri ksaan terhadap pihak yang nel akukan
ti ndak pidana di bi dang Rahasi a Dagang;

C. mem nta Kketerangan dan bahan bukti dari para pihak
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasi a
Dagang;

d. nmel akukan peneri ksaan atas penbukuan, pencatatan dan

dokunmen |lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Rahasi a Dagang;



e. nmel akukan peneri ksaan ditenpat tertentu yang diduga
terdapat barang bukti penbukuan, pencatatan dan dokunen
I ai n;

f. mel akukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang
hasi | pel anggaran yang dapat dij adi kan bukti dal am

*12338 perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
dan/ at au

g. mem nta bantuan ahli dalam rangka pel aksanaan tugas
penyi di kan tindak pidana di bi dang Rahasi a Dagang.

(3) Penyidi k Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana di maksud
dalam ayat (1) dalam nel aksanakan tugasnya nenberitahukan
di mul ai nya penyidi kan dan nelaporkan hasil penyidi kannya
kepada Penyi di k Pej abat Polisi Negara Republik |Indonesi a.

(4) Dalam hal penyidi kan sudah sel esai, Penyi di k Pej abat Pegawai
Neger i Si pi | sebagai mana  di maksud dal am ayat (1)
nmenyanpai kan  hasi | penyi di kannya kepada Penuntut  Urum
mel al ui  Penyi di k Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
dengan nengi ngat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum
Acar a Pi dana.

BAB | X
KETENTUAN Pl DANA

Pasal 17

(1) Barangsi apa dengan sengaj a dan tanpa hak nmenggunakan Rahasi a
Dagang pihak lain atau nelakukan perbuatan sebagai nana
di maksud dal am pasal 13 atau Pasal 14 di pi dana dengan pi dana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagai mana di mraksud dal am ayat (1) nerupakan
del i k aduan.

BAB X
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 18
Atas permntaan para pihak dalam perkara pidana ataupun
per kara perdata, hakim dapat nenerintahkan agar sidang dil akukan
secara tertutup

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.



D sahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desenber 2000

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
*12339 ABDURRAHVAN WAHI D

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desenber 2000

SEKRETARI AT NEGARA REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
DICHAN EFFENDI
LEVMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2000 NOMOR 242

PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
RAHASI A DAGANG

l. UMUM

Sebagai negara berkenbang, Indonesia perlu nengupayakan
adanya persai ngan yang tangguh di kal angan dunia usaha. Hal itu
sej al an dengan kondi si di bidang perdagangan dan investasi. Daya
saing semacam itu telah |am dikenal dalam sistem Hak Kekayaan
Intel ektual, msalnya Paten. Dalam Paten, sebagai inbalan atas
hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penenmu  harus
mengungkapkan tenuan atau invensinya. Nanun, tidak senua penenu
atau kal angan pengusaha bersedia nengungkapkan tenuan atau
invensinya itu. Mereka ingin tetap nenjaga Kkerahasiaan Kkarya
i nt el ekt ual mereka. D I ndonesia, masalah kerahasiaan itu
terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum
nmer upakan satu sistem aturan terpadu.

Kebut uhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang
sesuai pul a dengan sal ah satu ketentuan dal am Agreenent on Trade
Rel ated Aspects of Intellectual Property Ringhts (Persetujuan
TRI Ps) yang nerupakan |anpiran dari Agreenent Establishing the
Wrld Trade O ganization (Persetujuan Penbentukan O ganisasi
Per dagangan Duni a), sebagai mana tel ah diratifikasi ol eh I ndonesia
dengan Undang- undang Nonor 7 Tahun 1994,

Adanya perlindungan tersebut akan nendorong | ahirnya tenuan
atau invensi baru yang neskipun diperlakukan sebagai rahasi a,
tetap nmendapat perlindungan hukum bai k dal am rangka kepem | i kan,
pengusaan maupun penanfaatannya ol eh penenuanya.

Untuk nengelola adm nistrasi Rahasia Dagang pada saat ini
Peneri ntah nenunjuk Departenen Kehaki man dan Hak Asasi Manusi a
c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intel ektual untuk nel akukan



pel ayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup
l uasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup
kemungki nan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang
menbi dangi Hak Kekayaan |ntel ektual ini berkemang nenjadi suatu
badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan Penerintah
termasuk mandi ri dal am pengel ol aan keuangan

*12340 I1I. PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as

Pasal 2
Cukup jel as

Pasal 3
Ayat (1)

"Upaua- upaya sebagai mana nestinya" adal ah senua | angkah
yang nenuat ukuran kewaj aran, kel ayakan, dan kepatutan yang
harus dil akukan. M sal nya, di dalam suatu perusahaan harus
ada prosedur baku berdasarkan praktik unmum yang berl aku di

tenpat-tenpat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam
ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demkian pula
dal am ketentuan internal perusahaan dapat di t et apkan

bagai mana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa Yyang
bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Cukup jel as
Ayat (4)
Cukup j el as

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak mlik, Rahasia Dagang dapat beralih atau
di al i hkan kepada pi hak lain, Peristiwa hukumtersebut dapat
ber| angsung antara |ain dalam bentuk hibah, wasiat, atau
pewar i san. Khusus unt uk pengal i han hak atas dasar
perjanjian, ketentuan ini nenetapkan perlunya pengal i han hak
tersebut dil akukan dengan akta. Hal itu penting nengi ngat
begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.

Yang di maksud dengan "sebab-sebab |ain yang di benarkan

ol eh per at uran per undang- udnangan” m sal nya put usan
pengadi | an yang nenyangkut kepailitan.
Ayat (2)

Yang di naksud dengan "dokunen tentang pengalihan hak"
adal ah dokunen yang nenunjukkan terjadinya pengalihan hak
Rahasi a Dagang. Nanun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap
ti dak di ungkapkan.

Ayat (3)

Yang "wajib dicatatkan" pada D rektorat Jenderal
hanyal ah nengenai data yang bersifat administratif dar
dokumen pengel i han hak dan tidak mencakup substansi Rahasi a



Dagang yang di perj anji kan.

Ayat (4)

Cukup jel as
Ayat (5)

*12341 Hal -hal yang diununkan di dalam Berita Resm
Rahasi a Dagang hanya nmengenai data yang bersi f at

admnistratif dan tidak nencakup substansi Rahasi Dagang
yang di perjanjikan.

Pasal 6
Berbeda dengan perjanjian yang nenjadi dasar pengalihan
Rahasi a Dagang, Lisensi hanya nenberi kan hak secara terbatas
dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan dem ki an,
Li sensi hanya diberikan untuk penakaian atau penggunaan
Rahasi a Dagnag dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan
pertinmbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bag
pi hak | ai n, pel aksanaan Lisensi dil akukan dengan nengi ri nkan
at au nenperbant ukan secara |angsung tenaga ahli yang dapat
nmenj aga Rahasi a Dagang it u.
Hal itu berbeda, msalnya, dari penberian bantuan teknis
yang biasanya dil akukan dalam rangka pel aksanaan proyek,
pengoperasian nesin baru atau kegiatan lain yang khusus
di rancang dal am rangka bant uan tekni k.

Pasal 7
Ketentuan ini di maksudkan untuk nenegaskan prinsip bahwa
Li sensi bersifat non-ekskl usif.
Artinya, Lisensi tetap nenberikan kemungki nan kepada pemlik
ketiga |ainnya. Apakah akan di buat sebaliknya, hal ini harus
di nyat akan secara tegas dal am perjanjian Lisensi tersebut.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal
hanyal ah nengenai data yang bersifat admnistratif dar
perjanjian Lisensi dan tidak nmencakup subtansi Rahasia
Dagang yang di perj anji kan.

Ayat (2)

Cukup jel as
Ayat (3)

Hal - hal yang diumunkan di dalam Berita Resm Rahasia
Dagng hanya nengenai data yang bersifat admnistratif dan
ti dak mencakup substansi Rahasi a Dagang yang di perj anji kan.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Pencat at an ditol ak ol eh Direktorat Jenderal apabila isi
perjanjian Lisensi tersebut akan dapat neninbul kan aki bat
yang nerugi kan kepentingan ekonom Indonesia. M salnya,
perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai
tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti nenghal angi proses



alih teknol ogi ke Indonesi a.
Ayat (3)
Cukup jel as

*12342 Pasal 10
Cukup j el as

Pasal 11
Cukup jel as

Pasal 12
Yang dimaksud dengan "alternatif penyel esaian sengketa"
adal ah negosiasi, nediasi, konsiliasi, dan cara lain yang
dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang
ber | aku.

Pasal 13
Cukup j el as

Pasal 14
Cukup jel as

Pasal 15

Huruf a

Cukup j el as
Huruf b

Yang dimaksud dengan "Rekayasa U ang” (reverse
engi neering) adalah suatu tindakan analisis dan eval uasi
untuk nengetahui informasi tentang suatu teknologi yang
sudah ada.

Pasal 16
Cukup jel as

Pasal 17
Cukup j el as

Pasal 18
Cukup jel as

Pasal 19
Cukup jel as
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